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ABSTRAK

PERILAKU APARAT DESA: STUDI RELASI KUASA ALIRAN DANA
DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA
PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG

Oleh

FARIDA MIROJATUN KHASANAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,
bentuk relasi kuasa yang terjalin, dan faktor penghambat realisasi Dana Desa
untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung,
Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif
dengan melakukan wawancara mendalam kepada Perangkat Desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat Desa Sulusuban, dan Pejabat
Keuangan dan Aset Desa Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kab.
Lampung Tengah. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)
Pengelolaan Dana Desa di Desa Sulusuban telah mengikuti seluruh tahapan
pengelolaan Dana Desa vyaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban, namun diperlukan evaluasi lebih lanjut pada
tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan Pelaporan
pertanggungjawaban. (2) Dalam menjalankan pengelolaan Dana Desa, Pemerintah
Desa menciptakan wacana yang berdasar pada pengetahuan dalam mengelola
Dana Desa, kemudian dipercayai dan diterima oleh masyarakat hingga
menciptakan hegemoni. (3) Kesadaran terhadap hegemoni menciptakan resistensi
yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam bentuk hidden transcript dan
publik transcrip dan sebagai bukti bahwa sebenarnya masyarakat dan BPD
memiliki kekuasaan untuk membela haknya, hal ini merepresantasikan pendapat
Faucault bahwa kekuasaan bukan milik organisasi melainkan ada dimana-mana
dan tersebar di masyarakat. (4) Faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk
pembangunan infrastruktur merupakan hasil diskursus yang diproduksi oleh
Perangkat Desa, BPD, masyarakat, dan Pejabat Dinas PMD Kab. Lampung
Tengah.

Kata Kunci: Dana Desa, Pemerintah Desa, Diskursus, Hegemoni, Resistensi



ABSTRACT

VILLAGE AUTORITIES BEHAVIOR: A STUDY OF THE POWER
RELATIONS OF VILLAGE FUND FLOWS FOR INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT IN VILLAGE GOVERNMENT IN LAMPUNG

By
FARIDA MIROJATUN KHASANAH

This research aims to determine the management of Village Funds at the
planning, implementation, administration, reporting and accountability stages,
the forms of power relations that exist, and factors inhibiting the realization of
Village Funds for infrastructure development in Sulusuban Village, Seputih
Agung District, Central Lampung Regency. The research method used was
qualitative by conducting in-depth interviews with Village Officials, the Village
Consultative Body (BPD), the Sulusuban Village community, and the Village
Finance and Assets Officer of the District Community and Village Empowerment
Service. Central Lampung. Data collection uses observation, in-depth interviews,
and documentation. The results of this research show that: (1) Village Fund
Management in Sulusuban Village has followed all stages of Village Fund
management, namely planning, implementation, administration, reporting and
accountability, however further evaluation is needed at the planning, development
implementation and accountability reporting stages. (2) In carrying out Village
Fund management, the Village Government creates discourse that is based on
knowledge in managing Village Funds, which is then trusted and accepted by the
community, thereby creating hegemony. (3) Awareness of hegemony creates
resistance carried out by the community and the BPD in the form of hidden
transcripts and public transcripts and as proof that the community and the BPD
actually have the power to defend their rights, this represents Faucault's opinion
that power does not belong to the organization but is everywhere and spread in
society. (4) Factors inhibiting the realization of Village Funds for infrastructure
development are the result of discourse produced by Village Apparatus, BPD, the
community, and District PMD Service Officials. Central Lampung.

Keywords: Village funds, Village Autorities, Diskursus, Hegemoni, resistence
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerataan pembangunan infrastruktur sejak dahulu telah menjadi dambaan
setiap masyarakat Indonesia dan pemerataan pembangunan sudah sejak lama
direncanakan oleh pemerintah pusat guna mendukung pembangunan nasional,
meskipun saat ini pembangunan sedang gencar dilakukan dan setiap wilayah telah
diberikan dukungan dana yang cukup, namun nyatanya belum dapat membantu
dalam mewujudkan infrastruktur yang memadai untuk masyarakat Kabupaten
Lampung Tengah khususnya pada Desa Sulusuban, sehingga menimbulkan
banyak kritik dari masyarakat. Padahal sejatinya, pembangunan akan mudah
dilakukan apabila setiap lapisan aktor yang memiliki wewenang serta tanggung
jawab dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Pada tingkat desa, sistem pemerintahan dipegang oleh Pemerintah Desa sebagai
gerbang utama pengelolaan suatu desa dan memiliki pengaruh yang besar dalam
kesejahteraan suatu desa. Hadirnya Pemerintahan Desa merupakan sebuah upaya
pemerataan sistem pemerintahan agar dapat langsung menjangkau masyarakat dan
dapat mengatur sistem yang lebih kecil yaitu dilingkup desa. Penyerahan
wewenang secara institusional bertujuan untuk memastikan kepentingan
masyarakat terpenuhi secara merata, serta melalui penyerahan tersebut diharapkan
antara yang memberikan wewenang dan yang diberi kewewenangan tidak
menimbulkan konflik karena pada kewewenangan tersebut sudah terdapat batasan

yang jelas dalam melakukan kewajibannya (Nain, 2019).

Jumlah desa jika dilihat secara kuantitatif masih lebih sedikit daripada jumlah
kelurahan. Meskipun pembanguan desa sudah dilakukan, namun tetap terdapat

banyak desa yang tertinggal khususnya dalam hal fasilitas dan infrastruktur. Jika



dilihat secara kualitatif, kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan
berada di tingkat yang lebih rendah daripada masyarakat perkotaan (Nain, 2019).
Merujuk pada hal tersebut Pemerintah Desa sebagai aparatur yang memiliki
wewenang harus menjalankan tugas dengan baik agar pembangunan yang
berdampak dapat tercapai. Pemerintah Desa mempunyai peran yang sangat
berpengaruh untuk memajukan suatu desa. Selaras dengan peran tersebut
Pemerintah Desa memiliki wewenang dalam mengambil keputusan,
mengorganisir masyarakat dan menciptakan perubahan pada suatu desa terkhusus
pada upaya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan
desa.

Pemerintah Desa sebagai aparatur yang memiliki wewenang harus menjalankan
tugas dengan baik agar pembangunan yang berdampak dan merata dapat tercapai.
Desa telah menjadi obyek pembangunan dan mendapatkan pengakuan atas
keberadaannya untuk berdaulat, mandiri, dan demokratis dalam mengelola sumber
daya alam sebagai kekayaan desa dan Dana Desa. Selaras dengan pengakuan
tersebut pemerintah semakin memperhatikan desa melalui Peraturan Menteri
Dalam Negeri Pasal 9 Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan kuangan desa,
bahwa struktur pendapatan desa di kelompokkan menjadi 3 (Tiga).

Tabel 1. 1 Sumber Pendapatan Desa

No Sumber Pendapatan Desa

1.  Pendapatan Asli Desa (PAD)

2. Pendapatan Transfer Desa
Dana Desa (DD)
Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota (BHPD)
Alokasi Dana Desa (ADD)
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

3. Pendapatan lain-lain

Sumber: Permendagri No 113 Tahun 2014 dan UU Nomor 6 Tahun 2014

Berdasarkan tabel 1.1, Dana Desa termasuk kedalam salah satu sumber
pemasukan desa. Dana Desa pertama kali didistribusikan untuk setiap desa di
Indonesia pada Tahun 2015 (Cahyono, Aziz, Nurhasim, & dkk, 2020). Dana Desa
merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), dana tersebut dialokasikan bagi desa dengan penyalurannya melalui



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota (APBD). Dana Desa
ditekankan pada upaya membangun dan memberdayakan masyarakat,
meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengatasi kemiskinan. Tujuan
tersebut mengarah pada satu tujuan utama yaitu mensejahterakan masyarakat

desa.

Berdasarkan fungsi tersebut, Dana Desa ditujukan sebagai upaya dalam
menciptakan pembangunan yang merata dan inklusif di Indonesia seperti menurut
(Adjisasmita, 2006) bahwa pembangunan pedesaan adalah bagian penting dari
pembangunan nasional, pembangunan pedesaan sangat penting dilakukan baik
secara sentral maupun desentral, sehingga pembangunan dapat menjangkau
seluruh lapisan masyarakat, termasuk di tingkat pedesaan. Melalui pemanfaatan
Dana Desa secara maksimal dapat menciptakan pembangunan yang baik,
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengatasi kemiskinan karena
setiap lapisan masyarakat memiliki akses mudah dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya.

Dana Desa tidak serta-merta langsung bisa sampai kepada desa, namun harus
melalui  regulasi yang berlaku, serta memerlukan perincian terhadap
penggunaannya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa yaitu meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa
dengan menggunakan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

dengan tertib anggaran.

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan untuk mengatur peggunaan Dana
Desa selama jangka waktu satu tahun anggaran yaitu tanggal 1 Januari hingga 31
Desember dan harus sejalan dengan perencanaan Kabupaten/Kota. Koordinasi
antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder terkait juga sangat penting
untuk menjaga selarasnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu,
pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pembangunan juga harus dilakukan secara
berkala untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan telah tercapai dan
memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Pada praktiknya setiap

tahap pengelolaan Dana Desa belum benar-benar dilakukan sepenuhnya oleh



Pemerintah Desa, secara umum masalah yang sering dijumpai adalah tidak
memenuhi asas akuntabel. Pada pencatatan dan pertanggungjawaban masih
terdapat ketidakjelasan sehingga pengelolaan Dana Desa menjadi tidak
transparan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa tidak disampaikan

kepada masyarakat.

Pada tahun 2022 keseluruhan Dana Desa yang diberikan untuk 13 Kabupaten
yang ada di Provinsi Lampung adalah sebesar Rp2.326.825.408.000. Berikut

rincian Dana Desa yang diberikan untuk Kabupaten di Provinsi Lampung:

Tabel 1. 2 Distribusi Dana Desa di Provinsi Lampung

No Kabupaten/Kota Dana Desa (Rp)
1. Lampung Tengah 318.359.441.000
2. Lampung Selatan 264.187.903.000
3. Lampung Barat 265.187.903.000
4. Lampung Utara 224.935.998.000
5. Lampung Timur 279.834.396.000
6. Tanggamus 261.388.300.000
7. Tulang Bawang 129.382.677.000
8. Way Kanan 183.269.898.000
9. Pesawaran 151.220.647.000
10. Pringsewu 122.633.341.000
11. Mesuji 94.477.304.000
12. Tulang Bawang Barat 82.600.289.000
13. Pesisir Barat 97.051.628.000
14. Total (Rp) 2.326.825.408.000

Sumber: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Prov. Lampung(2022)

Berdasarkan tabel 1.2, dari total distribusi Dana Desa di Provinsi Lampung
Tengah, Kabupaten Lampung Tengah Merupakan Kabupaten dengan penerima
Dana Desa tebesar Rp318.359.441.000, kemudian disusul dengan Kabupaten
Lampung Timur  Rp279.834.396.000, Kabupaten Lampung  Barat
Rp265.187.903.000, Kabupaten Lampung Selatan Rp264.187.903.000,
dilanjutkan dengan Kabupaten Tanggamus Rp261.388.300.000. Penerima Dana
Desa paling kecil yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu Rp82.600.289.000.
keseluruhan Dana Desa yang ditransfer untuk seluruh Kabupaten di Provinsi
Lampung adalah Rp2.326.825.408.000.



Perbedaan jumlah Dana Desa yang diberikan tersebut berdasarkan pada 90%
pemerataan Alokasi Dasar, yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima
setiap desa yang dihitung melalui Anggaran Dana Desa Nasional dibagi jumlah
seluruh Desa. serta 10% didasarkan pada faktor lain dengan proporsi jumlah
penduduk desa (25%), jumlah penduduk miskin (35%), dan luas wilayah
(30%) (djpk.Kemenkeu.co.id). Berdasarkan hal tersebut setiap desa yang tedapat
di Kabupaten Lampung Tengah minimal menerima Dana Desa berdasarkan

jumlah Alokasi Dasar, yaitu sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel 1. 3 Rincian Total Minimal Penerimaan Dana Desa Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2019-2022

No Tahun Jumlah Dana (Rp)
1. 2019 309.099.745
2. 2020 313.429.884
3. 2021 313.386.701
4. 2022 318.359.441
5. Total (Rp) 1.254.275.771

Sumber : Alokasi djpk Kemenkeu 2019, 2020, 2021, 2022

Berdasarkan tabel 1.3, dana yang diperuntukkan untuk setiap desa di Kabupaten
Lampung Tengah selama 4 tahun terakhir paling rendah berada pada tahun 2019
yaitu Rp309.099.745 kemudian tahun 2020 Rp313.429.884, tahun 2021
Rp313.386.701 dan dana terbesar berada 2022 yaitu Rp318.359.441, bahwa dapat
dilihat distribusi Dana Desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Melalui
dana yang ditujukan untuk desa tersebut seharusnya menjadi dukungan yang baik
bagi kemajuan desa. Suatu desa akan menjadi maju dan berkembang apabila dana
yang telah didistribusikan dapat dikelola secara efektif dan bertanggung jawab,
namun polemik tentang pengelolaan Dana Desa terus ada baik diketahui maupun

secara rapih tersembunyi.

Pengelolaan Dana Desa pada setiap tahapannya dilakukan oleh Perangkat Desa,
BPD, dan terdapat Pemerintah Supradesa dalam merumuskan APB Desa.
Pengawasan atas Dana Desa juga penting dilakukan oleh masyarakat bersama
aparat pemerintahan. Jalannya pembangunan desa atas Dana Desa juga dapat di

evaluasi. setiap aktor yang terlibat memiliki tanggung jawab masing-masing,



keterlibatan dari stakeholders tersebutlah yang menentukan apakah Dana Desa
telah dialokasikan dengan baik atau belum. Oleh karena itu, pentingnya terjalin
relasi yang baik antar stakeholders, namun tidak bisa di pungkiri bahwa relasi
yang terjalin berlangsung dengan cacat atau justru terdapat aktor yang dominan
terhadap aktor-aktor lain yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa sehingga
menimbulkan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang buruk.

Pengamatan terhadap relasi yang terjalin, perlu di kaji melalui beberapa konsep
relasi kuasa. Kekuasaan dapat dilihat melalui teori relasi kuasa Mitchael Faucault
yaitu kekuasaan selalu hadir dalam setiap relasi sosial. Dalam setiap relasi,
kekuasaan selalu terwujud dan termanifestasi melalui pengetahuan dari individu
atau kelompok dalam relasi tersebut. Hal ini dikarenakan pengetahuan memiliki
efek kuasa yang dapat memengaruhi atau mengendalikan orang lain dalam suatu
relasi (Faucault, 2002). Kekuasaan juga didefinisikan dalam teori hegemoni
Antonio Gramsci, bagi Gramsci kekuasaan merupakan bentuk kepemilikan yang
harus dipertahankan melalui ideologi atau hegemoni. Hegemoni merupakan
kekuatan kemenangan kaum elit yang didapat melalui mekanisme konsensus
bukan melalui kekerasan. Kaum elit atau kaum yang berkuasa menurut Gramsci
merupakan kategori sosial yang tidak berhubungan dengan kelas tetapi
berhubungan dengan hegemoni. Proses hegemoni terus berlangsung dan memiliki
interkoneksi sesuai kepentingan masing-masing yang mengacu pada kapitalis dan
pemerintah/penguasa (Amaliyah & Nurhadi, 2022). Setiap kekuasaan memiliki
resistensi yang mengikutinya. Resistensi merupakan teori yang dikekemukakan
oleh James Scott. Melalui bukunya dengan judul “Perlawanan Kaum Tani”, Scott
mendefinisikan resistensi atau perlawanan merupakan semua tindakan melawan
oleh kelompok yang dikuasai terhadap kelompok yang berkuasa untuk menolak
atau mengurangi tuntutan yang merugikan kaum lemah dan meminta hak mereka

(Scott, Perlawanan Kaum Tani, 1993).

Penelitian yang dilakukan oleh Purba, D.P (2017) relasi kekuasaan yang terdapat
di Desa Purba Dolok, Tapanuli Utara. Sose, Andi (2022) dalam penelitiannya
terhadap relasi Kepala Desa dan BPD di Desa Cammilo, Kecamatan Kahu.

Penelitian Kinaro, Maijon (2019) tentang efektivitas pengelolaan Dana Desa di



Desa Kajhu, dan Penelitian Pebrina, Sisipi (2021) tentang Analisis Kemampuan
Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau

Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, pembaharuan dalam penelitian ini
adalah lokasi penelitian yang tentunya memiliki kondisi yang berbeda dengan
penelitian sebelumnya, kemudian pada teori yang digunakan, pada penelitian ini
menganalisis pengelolaan Dana Desa melalui relasi yang terjalin antara aktor-
aktor yang terlibat dalam mengelola Dana Desa yaitu Perangkat Desa, BPD, dan
masyarakat dengan menggunakan teori relasi kekuasaan oleh Michael Faucault,
Antonio Gramsci, dan James Scott, sedangkan dalam penelitian terdahulu
menggunakan teori efektifitas dan teori kubus kekuasaan. Selanjutnya melalui hal
tersebut, peneliti dapat menyajikan faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk
pembangunan infrastruktur secara mendalam melalui kondisi di lapangan dan

hasil penelitian dari pandangan subjek yang diteliti.

Pembangunan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah dari total jalan
kabupaten sepanjang 1.343,326 km, tingkat kemantapan jalan baru mencapai
61,9% pada tahun 2020 atau masih terdapat sepanjang 511,612 km jalan dalam
kondisirusak. Begitu juga dengan tingkat aksesibilitas jalan kabupaten pada
tahun 2020 sebesar 86,36% (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah, 2021). Berdasarkan observasi pendahulan, terdapat temuan
bahwa pembangunan yang ada di Desa Sulusuban sudah lebih dari 10 Tahun
tidak ada pembangunan infrastruktur jalan. Sejak tahun 2023 dari total luas Desa
Sulusuban yaitu 1.200 Ha hanya 40% jalan dalam keadaan baik, sedangkan

sisanya masih membutuhkan perbaikan.

Apabila dibandingkan secara fisik dengan desa lain, yaitu Desa Fajar Asri,
Kecamatan Seputih Agung, desa ini memiliki kondisi infrastruktur yang lebih
baik daripada Desa Sulusuban, Pemerintah Desanya dapat memanfaatkan Dana
Desa Rpl187.565.160 dialokasikan khusus untuk bidang pelaksanaan
pembangunan desa seperti perbaikan jalan perempatan, pembangunan gorong-
gorong dan pembukaan badan jalan (Pembangunan-Website Resmi Kampung

Fajar Asri, 2022). Desa lain yang tepat bersebelahan dengan Desa Sulusuban yaitu



Desa Banjar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan juga memiliki kondisi
pembangunan infrastruktur yang lebih baik, hal ini dibuktikan dengan keseluruhan
jalan kampung sudah diaspal dan kepuasan penggunaan jalan oleh masyarakat

Desa Banjar Rejo.

Berdasarkan hal tersebut, Desa Sulusuban telah tertinggal dalam hal
pembangunan infrastruktur, padahal di desa tersebut terdapat pasar utama sebagai
pusat perekonomian wilayah dan stasiun Sulusuban sebagai sarana transportasi
masyarakat setempat, sehingga desa ini memiliki sorotan yang lebih dominan
daripada desa-desa lain. Apabila pembangunan buruk maka selain berdampak
pada masyarakat Desa Sulusuban juga akan berdampak buruk bagi desa-desa lain
yang membutuhkan akses pendukung perekonomian dan layanan transportasi
yang terdapat di Desa Sulusuban. Pembangunan infrastruktur yang buruk telah

menimbulkan penurunan rasa percaya masyarakat kepada Pemerintah Desa.

Indikasi masalah yang ditemukan di Desa Sulusuban adalah pembangunan
infrastruktur yang belum merata dan frekuensi pelaksanaan pembangunan yang
begitu lama. Hal itu telah menimbulkan pertanyaan dan kekecewaan masyarakat
karena sudah lama masyarakat memendam keresahan akses sulit yang tidak
kunjung membaik. Meskipun masyarakat sudah geram, namun yang masyarakat
lakukan kecuali memperbaiki jalan secara sukarela dengan batu bata atau
timbunan tanah. Oleh karena itu, melihat Dana Desa yang setiap tahun
diluncurkan ke desa namun hanya sedikit dampak yang dapat dirasakan oleh
masyarakat, maka perlu dikaji bagaimana pengelolaan Dana Desa meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,
bentuk relasi kuasa yang tejalin antar individu dalam Pemerintahan Desa yang
terlibat dalam mengelola Dana Desa, serta faktor penyebab terhambatnya realisasi

Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang serta diperkuat dengan beberapa
penelitian terdahulu, maka penelitian ini penting dilakukan di Desa Sulusuban,
Kecamatan Seputih Agung dengan judul “Dana Desa: Studi Relasi Kuasa
Aliran Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur pada Pemerintahan

Desa di Lampung”.



1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian, yaitu:

1.

Bagaimana pengelolaan Dana Desa yang dilakukan olen Pemerintah Desa
Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lam pung Tengah?
Bagaimana bentuk relasi kuasa yang terjalin dalam pengelolaan Dana Desa
untuk  pembangunan infrastruktur pada Perangkat Desa, BPD, dan
Masyarakat Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten
Lampung Tengah?

Apa saja faktor penghambat Realisasi Dana Desa untuk pembangunan
infrastruktur di Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten
Lampung Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian

ini,yaitu:

1. Untuk mengkaji bagaimana pengelolaan Dana Desa pada tahap Perencanaan,

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban yang
dilakukan oleh Pemerintah Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung,
Kabupaten Lampung Tengah.

. Untuk mengkaji bagaimana bentuk relasi kuasa yang terjalin antara Perangkat

Desa, BPD, dan Masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa

Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.

. Untuk mengetahui faktor penghambat Dana Desa untuk pembangunan

infrastruktur di Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten

Lampung Tengah.



1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat secara praktis dan teoretis, yaitu:

a.

Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kajian sosiologi politik dan
sosiologi pedesaan. Pada sosiologi politik yaitu ilmu yang mengkaji
masyarakat dan politik, dimana kekuasaan pemerintah memengaruhi
masyarakat dan kondisi-kondisi sosial yang memengaruhi  pembuatan
kebijakan. Dalam hal ini penelitian ini mengkaji secara mendalam teori relasi
kuasa yang berlangsung dalam Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan

Dana Desa.

Pada sosiologi perdesaan yaitu suatu studi yang mempelajari masyarakat
perdesaan, penelitian ini memberikan sumbangsih berupa penelitian yang
mengkaji struktur sosial yaitu keseluruhan kedudukan, peran, serta aturan
yang terkait dengan yang dijalani masing-masing individu dalam suatu
interaksi sosial, sehingga bisa disimpulkan bahwa struktur sosial tersusun dari
status atau kedudukan serta peran individu ketika berinteraksi di masyarakat.
Selain itu sumbangsih terkait pengkajian organisasi sosial yaitu studi tentang
Perangkat Desa, BPD, dan perilaku masyarakat pedesaan dalam mengelola
Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa khususnya pada bidang

pembangunan infrastruktur desa.
Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi untuk menjadi
bahan kajian atau bahan pembelajaran dari sebuah pengalaman untuk
mengatasi problematika dalam pengelolaan Dana Desa, relasi kekuasaan
dalam pengelolaan Dana Desa, dan faktor penghambat realisasi Dana Desa
untuk pembangunan infrastruktur. Serta penelitian ini diharapkan mampu
memberikan sumbangsih pada Kementerian Dalam Negeri, terkhusus pada
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Keuangan dan Aset
Desa dan pada Pemerintah Desa Sulusuban terkait pengelolaan Dana Desa di

Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.
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Il. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Perilaku

Perilaku merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu sebagai
bentuk respon dari lingkungannya. Perilaku dapat diamati dengan panca indera.
Menurut Skinner (1938) seorang ahli psikologi merumuskan bahwa perilaku
merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari
luar). Oleh karena itu, perilaku terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap

individu dan kemudian individu tersebut merespon.

2.1.1 Perilaku Sosial

Perilaku sosial sangat menekankan pada pendekatan yang bersifat objektif
empiris. Paradigma perilaku sosial menggunakan sudut pandang “perilaku sosial
yang teramati dan dapat dipelajari”. Jadi, dalam paradigma perilaku sosial
menjadi persoalan utama, karena dapat diamati secara empiris (berasal dari
pengalaman). Sementara apa yang ada dibalik perilaku itu (misal: maksud dari
perilaku tersebut, tujuan, motivasi, dll) berada diluar sudut pandang paradigma
perilaku sosial tersebut. Menurut George Ritzer (1980) bahwa perilaku sosial
memusatkan perhatian pada persoalan tingkah laku dan pengulangan tingkah laku
tertentu sebagai pokok persoalan. Perilaku manusia dalam interaksi sosial dilihat
sebagai respons atau tanggapan dari stimulus atau rangsangan yang muncul dalam
interaksi tersebut. Reaksi mekanis dan otomatis ini seringkali terjadi dalam

interaksi antar individu tertentu (Wirawan, 2012).

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa perilaku sosial adalah bagian
dari perilaku individu yang berkaitan dengan orang lain, perilaku sosial dapat

diamati dan dipelajari, namun sesuatu yang berada diluar dari apa yang dapat



diamati tidak dapat dipahami menjadi bagian dari perilaku sosial. Perilaku sosial
ini dapat diamati melalui perilaku aparat desa dalam mengelola Dana Desa
terkhusus untuk pembangunan infrastruktur, perilaku sosial memengaruhi
perilaku individu terhadap individu lainnya yang akan berpengaruh pada relasi
yang dijalankan oleh individu tersebut dalam bermasyarakat. Oleh karena itu
pengamatan terkait perilaku aparat desa sebagai bentuk respons dari stimulus

Dana Desa perlu dikaji melalui penelitian ini.

2.2 Tinjauan Dana Desa

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Dana Desa pertama kali diberikan ke seluruh desa di Indonesia pada tahun 2015.
Diharapkan keberadaan Dana Desa akan memberikan kesempatan bagi
masyarakat desa untuk mengembangkan desanya serta mengubah perspektif
bahwa pembangunan hanya terjadi di perkotaan (Cahyono, Aziz, Nurhasim, &
dkk, 2020). Dana Desa ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur,
seperti jembatan, jalan, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta
program pembangunan pada bidang sosial dan ekonomi. Program melalui Dana
Desa sepenuhnya untuk menciptakan masyarakat lokal yang berdaya dan

membantu mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan di Indonesia.

Pengaturan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
danBelanja Negara (APBN), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Berdasarkan
PP tersebut dijelaskan Dana Desa berasal dari APBN dan ditransfer melalui
APBD kabupaten/kota, digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan,
pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian
dalam pengelolaan Dana Desa juga telah diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan

dengan Dana Desa dapat membangun masyarakat yang sejahtera dan adil.
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Dana Desa diproritaskan untuk memberikan biaya pada bidang pemberdayaan
masyarakat yang berdasar pada kondisi dan potensi desa, dengan mengacu pada

RPJMDes dan RKPDes yang telah ditargetkan setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok, seperti
membangun fasilitas kesehatan Desa, melakukan pembinaan Posyandu, dan
pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2. Dana Desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur Desa, yang termasuk
kedalamnya vyaitu pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, embung
pertanian, sanitasi aman seperti air bersih dan jamban, serta pembangunan
irigasi.

3. Dana Desa digunakan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal
agar dapat meningkatkan kapasitas wirausaha, meningkatkan pendapatan,
danmenciptakan sumber ekonomi masyarakat desa secara lebih luas (KPPN,
2021).

2.2.2 Penyaluran Dana Desa

Dahulu penyaluran Dana Desa mengalami kendala dikarenakan terdapat dana
yang belum bisa sampai pada Rekening Kas Desa, malahan Dana Desa tersebut
terhenti ditingkat kabupaten/kota sehingga menghambat pembangunan desa.
Berdasarkan hal tersebut pemerintah menciptakan inisiasi baru bersama Menteri
Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) dengan
penerbitan keputusan bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi tentang
Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa yang telah

diterapkan hingga saat ini.

Saat ini, penyaluran Dana Desa diperbarui dengan pemindahan buku dari
Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD), kemudian dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa (RKD). RKUN
adalah rekening yang dipakai untuk menyimpan uang Negara dengan menteri

keuangan bertanggung jawab sebagai Bendahara Umum Negara, uang negara
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yang disimpan di RKUN digunakan untuk membayar tagihan negara melalui bank
sentral. RKUD adalah rekening yang dipakai untuk menyimpan uang daerah.
Bupati atau Walikota yang menetapkan RKUD. Uang daerah yang diterima
disimpan di RKUD dan dipergunakan untuk membiayai tagihan daerah pada bank
yang telah ditentukan. RKD merupakan rekening yang digunakan untuk
menyimpan uang dalam lingkup Pemerintah Desa yang digunakan untuk

menyimpan dan membayar keuangan desa melalui bank yang telah ditentukan.

Mengacu pada pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.07/2015 bahwa penyaluran Dana Desa disalurkan secara bertahap pada
tahun anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tahap |, disalurkan pada bulan April sebesar 40% (Empat puluh

perseratus)

2) Tahap II, disalurkan pada bulan Agustus sebesar 40% (Empat puluh
perseratus)

3) Tahap IlII, disalurkan pada bulan Oktober sebesar 20% (Dua puluh
perseratus)

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 15 ayat (3) dan (4) sesuai ketentuan tersebut
bahwapenyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD paling lambat dilakukan pada
minggu kedua bulan bersangkutan, sedangkan penyerahan dari RKUD ke RKD
paling lambat dilakukan pada tujuh hari kerja setelah diterima oleh pemerintah
daerah yaitu RKUD.

Syarat pertama dalam penyaluran Dana Desa dari rekening negara ke rekening
daerah adalah laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa oleh
Bupati/Walikota kepada Menteri Keuangan yaitu Dirjen Perimbangan Keuangan
dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2.2.3 Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 merupakan Peraturan
Pemerintah yang mengatur pengelolaan Dana Desa sekaligus sebagai pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa
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termasuk di dalamnya yaitu Dana Desa dilaksanakan melalui tahap Perencanaan,

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban sesuai dengan

yang telah disebutkan dalam Pasal 93 ayat (1) pada Peraturan Pemerintan Nomor

43 tahun 2014 serta dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa:

1)

2)

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)

PKPKD merupakan Kepala Desa sebagai aktor yang memiliki
kewewenangan dalam menyelenggarakan seluruh pengelolaan Dana Desa.
Kewenangan Kepala Desa sebagai PKPKD vyaitu menetapkan kebijakan
tentang pelaksanaan APB Desa, artinya dalam penyusunan APB Desa
Kepala Desa memiliki peran penting dalam mensetujui dan menetapkan
kebijakan. Pelaksanaan pengelolaan desa. Seorang Kepala Desa memberikan
pelimpahan wewenang kepada PPKD sebagai Pelaksana Pengelolaan

Keuangan Desa termasuk Dana Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

PPKD adalah suatu entitas di desa yang bertugas melaksanakan
pengelolaan Dana Desa. PPKD diberikan kewewenangan oleh Kepala
Desa adalah untuk mengelola keuangan desa dan mengambil strategi yang
mengakibatkan pengeluaran dari anggaran APB Desa. Dalam PPKD,
Sekretaris Desa berperan sebagai koordinator dan bertanggung jawab dalam
mengoordinasikan penyusunan rancangan serta perubahan APB Desa, serta
pelaksanaan APB Desa. Kepala Seksi dan Kepala Kaur merupakan unsur
pembantu Sekretaris Desa untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan
APB Desa sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA). Kaur/Kasi
memiliki wewenang dalam mengelola keuangan desa dan dapat membuat
keputusan yang mengakibatkan pengeluaran dana dari APB Desa. Tugas
lain dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah membantu Kasi/Kaur
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa apabila tidak bisa dilakukan
sendiri oleh Kasi/Kaur berdasarkan alasan tertentu. Oleh karenaitu, TPK

bertanggung jawab kepada PKA pada setiap tugasnya.
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3).

Kepala urusan keuangan juga merupakan tim PPKD sebagai pelaksana
kebendaharaan dan bertugas untuk merencanakan keuangan dan melakukan
tata kelola keuangan desa dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran
Desa, Kaur Keuangan juga bertanggung jawab menyusun Rencana Anggaran
Keuangan (RAK) Desa serta melakukan pengelolaan keuangan seperti
menerima, menyimpan, membayar, dan melaporkan semua transaksi

pemasukan dan pengeluaran desa.

Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan mengatur penerimaan dan pengeluaran
keuangan desa selama tahun anggaran tertentu sesuai dengan APB Desa.
Rencana penggunaan APB Desa dibuat oleh Pemerintahan Desa dengan
memperhatikan rencana pembangunan Kabupaten/Kota untuk mencapai
keselarasan dalam pembangunan. Dokumen perencanaan keuangan desa
adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) desa dengan berpedoman pada rencana pembangunan desa

yang telah disepakati pada saat musrenbang desa.

Musrenbang desa adalah musyawarah tahunan yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa untuk menyepakati RKP dalam jangka satu periode atau
satu tahun. Musrenbang dilakukan dengan musyawarah dan pelaksanaannya
melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari Kepala Desa, perangkat
desa, BPD, tokoh adat dan perwakilan masyarakat desa. Musrenbang paling
lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. RPJM Desa
akan mencakup visi dan misi Kepala Desa yang baru terpilih dan didasarkan
pada RPJM Kabupaten/Kota dengan penyesuaian terhadap kondisi objektif
desa serta prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa harus
ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah pelantikan Kepala Desa.

RKP desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa dalam periode satu tahun,
yang meliputi rencana pelaksanaan Pemerintahan Desa, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat desa, serta evaluasi pelaksanaan RKP Desa pada

tahun sebelumnya. Pemerintah Desa harus menyusun RKP Desa pada bulan
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Juli dan menetapkannya paling lambat pada bulan September di tahun yang

sama. RKP desa menjadi peran penting sebagai dasar penetapan APB Desa.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan pelaksanaan dari hasil perencanaan melalui

musrenbang, untuk memastikan akurasi dan kejelasan, setiap pendapatan dan

pengeluaran desa harus dibuktikan dengan adanya dokumen transaksi yang

sah dan lengkap. Pada tahap ini juga penting untuk ditetapkan

penanggungjawab program untuk manajemen keuangan desa agar semua

proses dapat berjalan dan terkoordinasi dengan baik. Pengelolaan Dana Desa
diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 52 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu:

Pasal 45

1)

Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran sesuai tugasnya menyusun Dewan Pelaksana Anggaran
(DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang
APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
ditetapkan.DPA dimaksud terdiri atas:

a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;

b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c) Rencana Anggaran Biaya.

Pasal 47

3)

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan
DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6
(enam) hari kerja setelah penugasan dari Kepala Desa.

4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15
(lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan
DPA.

5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA vyang telahdiverifikasi
oleh Sekretaris Desa.

Pasal 48

1) Kaur Keuangan menyusun Rancangan Aksi Kegiatan (RAK) Desa
berdasarkan DPA yang telah disetujui KepalaDesa.

2) Rancangan RAK Desa sebagaimana disampaikan kepada Kepala
Desa melalui Sekretaris Desa.

3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK
Desa yang diajukan Kaur Keuangan.

4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah

diverifikasi Sekretaris Desa.
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Pasal 52
1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPAyang telah
disetujui Kepala Desa.
2) Kaur dan Kasi menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan laporan akhir.
Tahap Penatausahaan
Penatausahaan merupakan Kkegiatan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran Dana Desa kedalam buku kas umum. Penatausahaan dilakukan
penuh oleh Bendahara Desa atau Kaur Keuangan yang dipilih oleh Kepala
Desasebelum dimulainya tahun anggaran. Bendahara Desa termasuk kedalam
Perangkat Desa bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan desa
termasuk juga Dana Desa yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor,
mencatat, membayar, dan mempertanggung jawab kan keuangan desa yang
termasuk dalam APB Desa. Bendahara Desa juga diwajibkan untuk
melaporkan catatan keuangan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10

bulan berikutnya agar dapat dipertanggung jawab kan dengan baik.

Tahapan Pelaporan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan APB Desa dilaporkan
melalui 2 tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan
pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin dalam jangka
waktu setiap 6 Bulan sesuai dengan pencairan dan pertanggung jawaban
dari realisasi  penerimaan Dana Desa dan belanja Dana Desa. Kedua,
laporan akhir yang merupakan pelaporan penggunaan Dana Desa mencakup
pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah dan rekomendasi penyelesaian
hasil akhir penggunaan Dana Desa. Kedua laporan tersebut dibuat oleh
Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Kepala Desa melakukan pelaporan realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali
Kota melalui Camat pada semester pertama, kemudian Bupati/Wali Kota
menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu

kedua bulan Agustus pada tahun berjalan.
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e. Tahapan Pertanggungjawaban
Pada akhir tahun anggaran, Kepala Desa harus memberikan laporan
pertanggungjawaban kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Tahap
pertanggungjawaban harus dilakukan satu bulan setelah akhir tahun anggaran.
Selain itu, Kepala Desa juga perlu membagikan laporan realisasi APB Desa
kepada masyarakat melalui media informasi. Sesuai dengan Pasal 72
Permendari Nomor 20 Tahun 2018, laporan tersebut memuat informasi
minimal terdiri dari realisasi APB Desa, kegiatan yang belum atau tidak
terlaksana, laporan kegiatan yang sudah dilakukan, alamat pengaduan dan

sisa anggaran.

2.3 Tinjauan Pembangunan Infrastruktur

2.3.1 Pembangunan

Pembangunan adalah serangkaian atau proses kegiatan untuk membangun atau
mengembangkan suatu daerah, wilayah, atau negara dalam berbagai kehidupan
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung
pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dapat dilakukan oleh pemerintah,
swasta, maupun masyarakat, dan melibatkan berbagai aktor seperti pengusaha,
pekerja, dan organisasi masyarakat. Pembangunan menurut Siagian (1994)
merupakan usaha atau rangkaian tindakan yang direncanakan dan dilakukan
secara sadar oleh suatu bangsa, negara, atau pemerintah untuk mencapai

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Digdowiseiso, 2019).

Pembangunan diterapkan melalui dua metode yaitu pendekatan top down dan
bottom-up. Pendekatan top down dilakukan oleh Pemerintah Pusat terutama untuk
program- program pembangunan untuk kepentingan publik atau pelayanan lintas
wilayah, pendekatan bottom-up lebih menekankan pada peran langsung
masyarakat dalam menentukan rencana pembangunan. Dengan pendekatan ini,
masyarakat desa memiliki kendali langsung dalam menentukan apa yang
direncanakan, bagaimana pelaksanaannya, dan yang terpenting, perencanaan
disesuaikan dengan kebutuhan khusus masyarakat desa tersebut. Hal ini
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memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan akan memiliki signifikansi dan
manfaat yang besar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. (Simbolon, Sari,
Purba, Siregar, Risa, & Manulang, 2021).

2.3.2 Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang dapat menjadi landasan bagi suatu
bisnis, proyek konstruksi, dll. Infrastruktur memiliki peran penting sebagai salah
satu landasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Simbolon, Sari, Purba,
Siregar, Risa, & Manulang, 2021). Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat
diperlukan, infarstruktur menjadi bagian dari jaringan sarana dan prasarana yang
tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang dirumuskan dalam suatu sistem karena
prasarana yang memadai merupakan hal yang vital, dan sarana dan prasarana fisik
yang dibangun berguna untuk memberikan pelayanan publik. Menurut Diemo dan
Reini (2009) sarana infrastruktur menjadi bagian paling vital dalam mendukung
setiap kegiatan mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hukum, regulasi,
sektor jasa, akses internet, rumah, jaringan sanitasi, tenaga listrik, pembuangan
limbah, listrik dan pelayanan sebagai upaya menfasilitasi kebutuhan sosial dan

ekonomi (Gwijangge, Darman, & Rizal, 2019).

Pembangunan Infrastruktur fisik ini meliputi berbagai fasilitas dan prasarana,

seperti:

1. Pembangunan infrastruktur yang berguna untuk menyokong transportasi
perdesaan, seperti: jembatan, jalan desa, bendungan dll;

2. Pembangunan infrastruktur yang bermanfaat untuk pertanian, seperti irigasi
pada lahan pertanian;

3. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat,
seperti: jaringan listrik, penyediaan air bersih, dan sanitasi (Simbolon, Sari,
Purba, Siregar, Risa, & Manulang, 2021).

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting bagi pertumbuhan ekonomi
dalam suatu negara. Pembangunan infrastruktur dapat membantu meningkatkan
konektivitas antara daerah dan memfasilitasi perdagangan dan investasi. Selain

itu, semakin memadai suatu infrastruktur maka akan mempercepat dan
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mempermudah distribusi barang dan jasa, memperkuat jaringan logistik, dan
meningkatkan aksesibilitas ke berbagai wilayah, sehingga berdampak positif pada

perekonomian dan menciptakan lapangan kerja.

Pembangunan infrastruktur yang baik sangat dibutuhkan di seluruh wilayah
Indonesia termasuk wilayah Perdesaan, penemuan awal berdasarkan observasi
ditemukan bahwa pembangunan di Desa Sulusuban masih belum merata, terdapat
wilayah yang belum tersentuh pembangunan seperti pada jalan poros antar desa,
hal tersebut di buktikan dengan jalanan poros antar desa masih banyak yang
berlubang sampai dapat menampung genangan air, padahal melalui pembangunan
infrastruktur desa dapat menanggulangi kemiskinan dan menciptakan
kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar sehingga dapat
berkontribusi pada pengembangan pemanfaatan SDA dan potensi ekonomi lokal

secara sustainability.

2.4 Tinjauan Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah organisasi pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat
desa atau kelurahan yang merupakan unit terkecil dalam pemerintahan di
Indonesia. Pemerintahan Desa bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa
dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintahan
Desa di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Dalam Pemerintahan Desa, terdapat tiga unsur penting yaitu Kepala Desa,
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah
kepala pemerintahan di tingkat desa yang dipilih melalui pemilihan Kepala Desa
(pilkades) olen warga desa. Kepala Desa bertugas untuk memimpin dan
bertanggung jawab  penuh terhadap Pemerintahan Desa. BPD merupakan
lembaga perwakilan masyarakat desa yang dipilih melalui pemilihan umum di
desa. BPD bertugas mengawasi kinerja Kepala Desa dan membantu dalam

pengambilan keputusan penting terkait dengan pembangunan desa.

Susunan organisasi dari Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
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(SOT) Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) yaitu
dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dengan dibantu oleh
Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan

pelaksana teknis.

1. Sekretaris Desa
Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang dalam melakukan tugasnya
dibantu oleh staff sekretaris, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan
keuangan, dan urusan perencanaan. Tiap urusan tersebut dipimpin oleh
seorang kepala urusan atau dikenal dengan sebutan Kaur.

2. Pelaksana kewilayahan
Bagian dari pelaksana kewilayahan adalah kepala dusun sebagai unsur
pembantu Kepala Desa dengan sejumlah anggotanya. Penentuan jumlah
pelaksana kewilayahan harus seimbang dengan kemampuan keuangan desa
dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran wilayah, kondisi
geografis, jumlah penduduk, serta infrastruktur yang mendukung pelaksanaan
tugas. Tugas- tugas yang harus dilakukan oleh pelaksana kewilayahan
mencakup penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemberdayaan dan
pembinaan masyarakat.

3. Pelaksana teknis
Pelaksana teknis adalah bagian dari tim operasional Kepala Desa. Pelaksana
teknis terdiri dari tiga seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan,
dan seksi pelayanan. Namun, dalam beberapa kasus, pelaksana teknis hanya
terdiri dari dua seksi, yaitu seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan
pelayanan. Pelaksana teknis bertugas membantu Kepala Desa dalam

menjalankan tugas operasional.

Berdasarkan susunan organisasi Pemerintahan Desa tersebut, regulasi dalam
pelaksanaan Pemerintahan Desa adalah perangkat desa bertugas untuk
melaksanakan kebijakan dan program yang sudah disepakati dalam musyawarah
Pemerintah Desa bersama BPD. Pemerintahan Desa memiliki peran penting
dalam pengembangan daerah, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur

dan sumber daya manusia serta menjadi naungan bagi masyarakat dalam
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pembangunan baik secara sosial maupun ekonomi. Pemerintahan Desa juga
termasuk dalam Pemerintahan Nasional sehingga dalam pelaksanaan

Pemerintahan Desa langsung bertanggung jawab kepada Pemerintah Nasional.

2.5 Landasan Teori Relasi Kuasa

Relasi kuasa adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan menjadi
"Power Relations" dalam bahasa Inggris. Relasi kekuasaan dapat dilihat pada
berbagai aspek masyarakat, seperti struktur sosial, politik, ekonomi, dan
budaya. Dalam pengelolaan Dana Desa terdapat aktor-aktor yang memiliki
wewenang atau kekuasaan dalam pengelolaannya. Penelitian ini dianalisis dengan
tiga teori relasi kuasa menurut Michael Faucault, Antonio Gramsci, dan James
Scott.

2.5.1 Definisi Kekuasaan Menurut Michael Faucault

Teori relasi kekuasaan dikembangkan oleh Michael Faucault, ia memiliki cara
pandang yang berbeda terhadap kekuasaan, baginya untuk mengetahui
kekuasaan bukan dengan pertanyaan “Apa itu kekuasaan?” dan “Siapa yang
memiliki  kekuasaan?”, namun lebih kepada ‘“Bagaimana kekuasaan
dioperasikan?”. Kekuasaan menurut Foucault ada di mana-mana (Darmansyah,
Arlin, & Komaruddin, 2023).

Foucault memiliki pandangan yang berbeda dengan Weber dan Marx dalam
konsep kekuasaan. Baginya, kekuasaan bukanlah kemampuan subjektif untuk
memengaruhi orang lain seperti yang dianggap oleh Weber, dan juga bukan
artefak material yang dapat dikuasai dan digunakan oleh suatu kelas untuk
mendominasi yang lain, seperti yang diakui oleh Marx. Foucault tidak melihat
kekuasaan sebagai institusi, struktur, atau kekuatan dalam masyarakat.
Menurutnya, kekuasaan tidak hanya memiliki dimensi negatif dan represif.
Sebaliknya, kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif. Foucault percaya
bahwa kekuasaan selalu terlibat dalam penciptaan pengetahuan, yang pada
gilirannya menciptakan kebenaran yang unik. Dalam kerangka pemikirannya,
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kekuasaan bukanlah alat untuk dominasi semata, melainkan juga sebagai agen
yang menghasilkan pemahaman baru dan kebenaran (Kapita Selekta Pemikiran
Michel Faucault, 2022).

Praktik kekuasaan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan muncul melalui
wacana atau diskursus. Wacana adalah suatu bentuk konstruksi dari kebenaran
dan bukanlah merupakan sesuatu yang tetap, melainkan diciptakan dan dibentuk
melalui proses konstruksi yang berkelanjutan. Pengetahuan terbentuk melalui
wacana, yang merupakan cara untuk menjelaskan, mendefinisikan, dan
mengklasifikasikan, di mana pengetahuan ini terkait dengan relasi kekuasaan.
Wacana dan kekuasaan berasal dari orang-orang pemilik pengetahuan untuk
membangun relasi kekuasaan antara mereka yang memproduksinya dan yang
diatur oleh kekuasaan tersebut. Foucault (1980: 101) berpendapat bahwa semua
wacana dihasilkan oleh kekuasaan, namun wacana bukanlah subordinat dari
kekuasaan. Wacana dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan sekaligus
untuk melawan kekuasaan. Kemunculan wacana dalam kekuasaan menciptakan
kebenaran yang akan dipercayai oleh individu dan menjadi sebuah pengetahuan
baru (Siregar, 2021).

2.5.2 Kekuasaan dalam Teori Hegemoni Antonio Gramsci

Definisi kekuasaan juga dapat dikaji melalui teori hegemoni yang di cetuskan oleh
Antonio Gramsci (1891-1937) seorang filsuf Italia dan termasuk dalam pemikir
Neo-Marxisme. Menurut Patria dan Arief (1999), Antonio Gramsci
mengembangkan konsep hegemoni sebagai konsep asli dalam teori sosial dan
filsafat selama masa hukuman penjara hingga kematiannya. Definisi kekuasaan
yang diutarakan oleh Gramsci memiliki perbedaan dan berbanding dengan
Faucault. Menurut Gramsci kekuasaan adalah suatu kepemilikan dan harus
dipertahankan melalui ideologi, kelas yang memiliki kekuasaan mengendalikan
dan memimpin mereka yang berada di kelas bawah melalui kekuatan atau
kesepakatan yang dikenal sebagai ideologi atau hegemoni (Tami, Zurmailis, &
dkk, 2021).
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Secara konseptual, hegemoni menurut Gramsci mengarah pada posisi ideologis
suatu kelompok kapitalis atau kelas dalam masyarakat yang mendominasi kelas
lainnya. Kapitalis umumnya dianggap bertanggung jawab atas kemiskinan dan
ketidakberdayaan dapat bertahan karena para pekerja menerima kondisi tersebut.
Dominasi budaya borjuis mengakibatkan penggunaan kekuatan politik menjadi
kurang diperlukan, karena masyarakat telah terpengaruh dan menerima keadaan
tersebut, dan hal ini diikuti dengan upaya mempertahankan kekuasaan (Suyanto,
Sutinah, Wirawan, & Mashud, 2018).

Menurut Gramsci (1971) kekuasaan harus dipelihara dan dipertahankan, dan
penggunaan kekuatan paksa hanya diperbolehkan sebagai pilihan terakhir jika
upaya hegemoni gagal dilakukan. Hegemoni dapat dicapai melalui proses yang
berlangsung secara bertahap dan bukan dengan cara yang kasar sehingga masa
dapat menerima ide, gagasan, dan norma yang dipegang oleh penguasa. Langkah
berikutnya adalah ketika masa telah menginternalisasi ideologi penguasa dan
memandangnya sebagai sesuatu yang dapat mereka anut sendiri. Ideologi atau
norma yang dibuat oleh penguasa menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan

mereka.

Hegemoni terjadi ketika kaum proletar atau masyarakat bawah, telah menerima
cara berpikir, perspektif dan gaya hidup orang-orang yang menguasai dan
mengeksploitasi mereka. Hegemoni menghasilkan kepatuhan, vyaitu sikap
menerima keadaan tanpa mempertanyakannya karena hegemoni atau ideologi
kaum elit telah disetujui (Gramsci, 1971). Gramsci sadar bahwa kekuasaan
hegemoni kaum borjuis tidak hanya bergantung pada kekuatan ekonomi dan
politiknya, melainkan juga karena mereka mampu menciptakan sistem nilai dan
konsep-konsep yang diyakini oleh masyarakat. Meskipun kelompok yang
tertindas sadar akan keberadaan hegemoni ini, mereka menerima dan
menganggapnya sebagai hal yang lazim dan bahkan dianggap sebagai suatu yang
tidak dapat dihindari. Kekuasaan hegemoni memiliki karakteristik khusus di
mana kekuasaan tersebut terkait dengan keyakinan, aspirasi, dan pandangan

normatif dari seluruh masyarakat.
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Kesadaran kelas dan kapasitas proletariat dalam berorganisasi internal, menurut
Gramsci, dapat mengarah pada aktivitas politik proaktif yang memobilisasi
penduduk untuk mendukung perubahan revolusioner. Menurutnya perlawanan
selalu muncul di mana ada kekuasaan, seiring berkembangnya kapitalis maju,
perbedaan strategi dalam melakukan perlawanan pada kekuasaan yang dominan
diperlukan, Gramsci menyebut strategi ini sebagai "perang posisi” (Suyanto &
Amal, 2010).

2.5.3 Kekuasaan dalam Teori Resistensi James Scott

James C. Scott adalah seorang ilmuwan politik dan antropolog yang banyak
menulis tentang perlawanan dan subordinasi. Salah satu karyanya yang paling
berpengaruh adalah "Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant
Resistance”, di mana ia mengembangkan teori perlawanan dalam konteks
pedesaan Malaysia. Secara umum resistansi atau perlawanan terjadi ketika kaum
subordinat dipaksa atau ditindas oleh aktor yang berkuasa. Dalam hal ini,
kekuasaan diasumsikan tidak hanya tergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga

pada nilai dan norma.

Nilai dan norma digunakan untuk mendominasi dan mengontrol, tujuannya adalah
untuk mendominasi melalui janji. Kepentingan rakyat yang dikuasainya akan
diakomodasi oleh kelas penguasa. Akibatnya, Scott mengklaim bahwa
kekuasaan diperoleh dengan mengendalikan variabel-variabel ekonomi selain
norma-norma dan nilai-nilai yang dibangun dalam hubungan hegemonik. Hal ini
menunjukkan bahwa kekuasaan bersifat inklusif dan memerlukan kerja sama baik
dari penguasa maupun yang dikuasai (Scott, Moral Ekonomi Petani: Pergolakan
dan Subsistensi di Asia, 1982).

Resistensi atau perlawanan kelas merupakan usaha yang dilakukan oleh kelompok
yang kalah untuk menolak atau mengurangi klaim yang dibuat oleh kelompok
yang menang dalam masyarakat. Mengenai pola perlawanan, Scott mengajukan
dua gagasan, yaitu perlawanan tersembunyi (Hidden Transcript) dan perlawanan
terbuka (Public Transcript). Public Transcript adalah pola interaksi, sikap,
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perilaku, dan pencitraan yang diciptakan di depan publik oleh elit politik atau
kelas penguasa. Tujuan mereka adalah untuk membangun legitimasi mereka
sebagai pihak yang berhak memimpin dan mengarahkan cara hidup bersama.
Sementara itu, kelas subordinat mematuhi hukum, adat istiadat, dan pedoman

yang ditetapkan oleh kelas penguasa.

Namun elit yang berkuasa, pada kenyataannya, tidak mempunyai pengaruh total
terhadap kelas bawah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kelas subordinat telah
mengembangkan pola interaksi tidak resmi yang dikenal oleh James Scott sebagai
hidden transcript yang berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan
perlawanan dan diciptakan secara independen dari kelas penguasa. Jika public
transkript dibuat dari gambar-gambar yang ditampilkan di depan umum untuk
membangun legitimasi politik, hidden transcript dijaga kerahasiaannya dan hanya
dibagikan kepada orang- orang terdekat dan paling dapat dipercaya (Scott, 1990).
Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa teori resistensi merupakan
perlawanan yang diberikan oleh kelompok yang lemah kepada kelompok yang
lebih kuat, bentuk perlawanan dapat berupa perlawanan tertutup (Hidden

Transkrip) atau perlawanan terbuka (Public Transcrip).

Dengan demikian level analisa kekuasaan dapat diamati melalui tiga teori yaitu:
kekuasaan sebagai relasi kuasa, dominasi atau hegemoni, dan resistensi atau
perlawanan. Berkaitan dengan penelitian ini maka relasi kuasa dalam pengelolaan
Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa sebagai kaum yang kuat dengan masyarakat
sebagai kaum yang lemah. Pemerintah Desa memiliki pengetahuan dalam
pengelolaan Dana Desa yang digunakan untuk menciptakan wacana yang
kemudian dipercayai oleh masyarakat kemudian menciptakan menghegemoni.
Padahal sejatinya masyarakat memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan
melalui alokasi Dana Desa yang sesuai, jujur dan transparan, namun apabila hak
mereka tidak terpenuhi maka perlawanan terhadap Pemerintah Desa bisa saja
dilakukan oleh masyarakat maupun dari BPD. Oleh karena itu, melalui tiga teori
tersebut akan dianalisis bagaimana relasi kuasa yang berlangsung dalam
pengelolaan Dana Desa pada aktor- aktor yang terlibat seperti Pemerintah Desa,

BPD, dan Masyarakat Desa Sulusuban.
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2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat memudahkan sekaligus memberikan gambaran kepada

penelitian yang sedang dilakukan serta akan memperkuat hasil penelitian, berikut

beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti

Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian
Metode
1. Maijon Kinaro  Uin Ar-Raniry Dalam pengelolaan Dana Desa
2019 Aceh. Efektivitas  terdapat 3 tahapan yaitu
Kualitatif Pengelolaan Dana perencanaan, pelaksanaan dan
Desa dalam pengawasan. Perencanaan
Pembangunan dilakukan secara musyawarah dan
Infrastruktur di diputuskan melalui musrenbang
Desa Kajhu, desa, pada pelaksanaan
Kecamatan pembangunan dilaksanakan
Baitussalam berdasarkan hasil musyawarah,
Kabupaten Aceh  pelaksanaan pembangunan telah

2. Doharman
Parulian Purba
2017
Kualitatif

Besar. (2017).

Universitas
Sumatera Utara.
Relasi Kekuasaan
dalam
Pengelolaan Dana
Desa di Desa
Purba Dolok,
Kecamatan
Parmonangan,
Kabupaten
Tapanuli Utara.

melibatkan masyarakat lokal dan
secara Swakelola, namun pada
tahap pengawasan belum berjalan
secara efektif karena LPJ desa
kurang diinformasikan  kepada
masyarakat sehingga belum terbuka
dan transparan.

Berdasarkan penelitian, ditemukan
adanya ketidakseimbangan relasi
kekuasaan. Hal ini terlihat dari
dominasi mantan Kepala Desa dan
istrinya terhadap aktor lainnya,
karena mereka memiliki sumber
daya kekuasaan yang lebih banyak
dibandingkan aktor lainnya.
Meskipun pengambilan keputusan
dalam pengelolaan Dana Desa
dilakukan melalui musyawarah,
tetapi dalam praktiknya tidak selalu
terjadi  karena  teori  kubus
kekuasaan yang diterapkan dalam
penelitian menunjukkan bahwa ada
kekuasaan tersembunyi (Hidden
Power) yang berasal dari luar
sistem.
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No Nama Peneliti

Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian
Metode

3. Andi Sose Universitas Kepala Desa memiliki peran yang
2022 Muhammadiyah  lebih dominan daripada BPD, hal
Kualitatif Makassar. Relasi  tersebut dilakukan dengan alasan

4.  Sisipi Pebrina
2021
Kuantitatif

BPD Dan Kepala
Desa Dalam
Pengelolaan Dana
Desa di Desa
Cammilo,
Kecamatan Kahu,
Kabupaten Bone.

Uin Syarif Kasim
Riau. Analisis
Kemampuan
Pemerintah Desa
Dalam
Pengelolaan
Alokasi Dana
Desa (ADD) di
Desa Pulau
Godang Kari,
Kecamatan
Kuantan Tengah.

bahwa Kepala Desa dan BPD
saling pengertian dan membentuk
relasi yang baik. Kedudukan antara
BPD dan Kepala Desa terdapat
perbedaan  dan  menyebabkan
perbedaan pada jumlah gaji, oleh
karena itu anggota BPD memilih
untuk  memiliki  profesi lain.
Meskipun begitu, pembangunan
tetap dapat dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat dengan baik.

Berdasarkan  analisis  terhadap
kinerja dalam pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah
Desa. terdapat temuan penelitian
bahwa kinerja pengelolaan ADD
Pemerintah Desa masuk dalam
kategori “Cukup Baik”, dengan
persentase sebesar 39%. Ketiadaan
sumber daya manusia (SDM) yang
bertugas di kantor desa, masih
lemahnya arahan dan pengawasan
dari pimpinan yang lebih tinggi,
serta belum meratanya landasan
hukum penyelenggaraan
pemerintahan membuat Pemerintah
Desa berada pada posisi yang sulit
merupakan  faktor-faktor  yang
menghambat kemampuan
Pemerintah Desa dalam mengelola
ADD.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian
ini. Pada penelitian yang dilakukan Maijon Kinaro tentang efektivitas pengelolaan
Dana Desa menggunakan teori efektivitas pengelolaan atau manajemen, penelitian
ini menganalisis pengelolaan Dana Desa khusus pada bidang pembangunan
infrastruktur desa dengan mengkaji model relasi kuasa yang terjalin antara aktor-
aktor yang memiliki akses dalam pengelolaan Dana Desa (Perangkat Desa, BPD,
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dan masyarakat) dengan menggunakan teori relasi kuasa Michael Faucault,
Antonio Gramsci, dan James Scott.

Penelitian yang dilakukan oleh Doharman Parulian Purba tentang relasi kekuasaan
dalam pengelolaan Dana Desa menggunakan teori Kubus Kekuasaan (Powecube
Theory), penelitian ini juga melihat relasi kekuasaan tetapi terdapat kebaharuan
dengan melihat dari teori yang berbeda dan lebih kompleks yaitu teori relasi
kekuasaan, hegemoni, dan resistensi. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Sose
lebih menekankan pada bagaimana relasi antara Kepala Desa dan BPD, sedangkan
penelitian yang peneliti lakukan lebih kompleks lagi yaitu melibatkan Perangkat
Desa, BPD, dan masyarakat dalam mengelola Dana Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sispi Pebrina dilakukan secara kuantitatif untuk
menganalisis bagaimana kemampuan Pemerintahan Desa dalam mengelola ADD,
kemudian data di tampilkan secara statistik atau dengan menggunakan presentase,
sedangkan dalam penelitian ini adalah menyajikan pengelolaan Dana Desa secara
deskriptif disertai data dan menunjukkan penghambat realisasi pembangunan
infrastruktur dari berbagai pandangan subjek yang diteliti, perbedaan lainnya ada
pada lokasi penelitian yang tentunya memiliki kondisi dan realita yang berbeda.
Berdasarkan perbedaan- perbedaan penelitian berpengaruh pada perbedaan hasil
penelitian yang akan menambah kajian ilmiah pada bidang yang sama yaitu Dana

Desa.

2.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada masalah pembangunan di Desa
Sulusuban yang minim dilakukan meskipun Dana Desa rutin disalurkan kepada
desa setiaptahunnya, serta kondisi Desa Sulusuban yang menjadi center dari desa-
desa yang berbatasan dengan Desa Sulusuban, namun memiliki kondisi
infrastruktur yang tergolong paling buruk. Oleh karena itu, penelitian ini hendak
mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Sulusuban pada setiap
tahapannya, vyaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban. Kemudian dalam pengelolaan Dana Desa
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tersebut penelti hendak mengetahui bagaimana relasi yang terjalin antar aktor
yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desadiantaranya Perangkat Desa, BPD, dan
masyarakat sebagai pihak yang mengelolaan Dana Desa, pihak yang melakukan
pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Desa, dan pihak yang menerima
manfaat dan memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan arah
pembangunan. Kemudian terakhir adalah untuk mengetahui faktor penghambat

dalam realisasi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.

Fenomena yang terjadi akan dianalisis menggunakan teori relasi kuasa oleh
Michael Faucault, teori Hegemoni oleh Antonio Gramsci, dan Resistensi oleh
James Scott. Kerangka berpikir dibuat berdasarkan arah penelitian yang ingin
dicapai oleh peneliti, yaitu “Perilaku Aparat Desa: Studi Relasi Kuasa Aliran

Dana Desa untuk Pembangunan Infrastuktur Pada Pemerintah Desa di Lampung”.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Pemerintah Desa Dana Desa

v

Pembangunan infrastruktur yang sangat minim dilakukan hingga
menimbulkan banyak pertanyaan oleh masyarakat Desa Sulusuban

J
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I11. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini  menggunakan penelitian  kualitatif. ~Metode kualitatif
memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dari berbagai fenomena
yang ditemukan dalam penelitian. Agar dapat memperoleh sumber data yang valid
dan sesuai dengan kejadian di lapangan, peneliti langsung turun ke lapangan, serta
penelitian ini melibatkan beberapa informan yang diwawancarai oleh peneliti. Hal
ini sejalan dengan definisi penelitian kualitatif yaitu strategi penyelidikan yang
menekankan pada pengungkapan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala,
simbol, dan deskripsi tentang suatu fenomena. Pendekatan ini berfokus pada
multimetode, alami, holistik, dan berfokus pada kualitas, dan disajikan secara
deskripsi (Yusuf, 2014).

Untuk mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan sesuai dengan tujuan
penelitian, peneliti menggunakan wawancara yang bersifat umum dan luas dan
melakukan observasi di lapangan. Penelitian ini berfokus pada penggalian
informasi secara rinci dan mendalam untuk memahami objek dan subjek yang
diteliti yaitu terkait pengelolaan Dana Desa, relasi kuasa yang terjalin, dan faktor
penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa

Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten
Lampung Tengah. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena Desa
Sulusuban merupakan desa dengan lokasi strategis sebagai pusat perekonomian

bagi desa-desa setempat, hal ini dikarenakan terdapat pasar daerah yang



menjangkau banyak masyarakat desa setempat untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Melalui kondisi tersebut maka masyarakat Desa Sulusuban meskipun
sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani juga memiliki mata
pencaharian sebagai pedagang. Melalui potensi ekonomi yang baik tersebut, Desa
Sulusuban belum didukung dengankondisi infrastruktur yang memadai khususnya
pada pembangunan infrastruktur jalan, padahal Dana Desa setiap tahunnya

dialokasikan untuk Desa Sulusuban dalam jumlah yang tidak sedikit.

3.3 Penentuan Informan

Penelitian kualitatif tidak lepas dari peran informan yang akan diwawancarai,
wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi yang valid dan mendalam.
Sebelum melakukan wawancara diperlukan penentuan informan. Penelitian ini
menggunakan teknik Purposive yaitu teknik penentuan informan yang dipilih

berdasarkan tujuan yang ingin didapatkan dalam penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, kriteria informan yang telah ditetapkan dalam penelitian

ini yaitu:

1. Pihak yang memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan Dana Desa atau
sebagai Pemegang Kekuasaan Penuh Keuangan Desa (PKPKD) dan
mengetahui setiap proses pengelolaan Dana Desa yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

2. Perangkat desa yang memiliki peran yang berpengaruh dalam pengelolaan
Dana Desa atau disebut sebagai Pelaksana pengelolaan Keuangan Desa
(PPKD)

3. Masyarakat sebagai pihak yang melakukan pemantauan dan menerima
dampak dari pengelolaan Dana Desa

4. Anggota BPD sebagai aktor yang melakukan pengawasan terhadap jalannya
Pemerintahan Desa

5. Pejabat Dinas PMD Kab. Lampung Tengah yang memiliki pengetahuan
dalam pengelolaan Dana Desa.
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Melalui kriteria informan tersebut, maka Informan dalam penelitian ini yang telah

di tetapkan, yaitu:

1.

Kepala Desa tahun 2022 selaku PKPKD atau seseorang yang memiliki kuasa
penuh dalam pengelolaan keuangan

Empat orang perangkat desa terdiri dari Kepala Desa Tahun 2023, Sekretaris,
Kaur Keuangan dan kaur pembangunan sebagai PPKD atau pelaksana
pengelolaan Dana Desa

Ketua dan anggota BPD sebagai lembaga yang menfasilitasi dan menerima
aspirasi dari masyarakat

Dua masyarakat desa sebagai penerima laporan pertanggungjawaban
pengelolaan Dana Desa

Pejabat bidang keuangan dan aset di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Lampung Tengah

Berikut adalah tabel informan penelitian yang telah disesuaikan dengan tujuan

penelitian.

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No

Tujuan Penelitian Informan

1.

Mengetahui Pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur
pada tahap pengelolaan Dana Desa

Perencanaan PJ Desa Tahun 2022
Sekretaris Desa
Kaur Keuangan
BPD

Masyarakat

PJ Desa Tahun 2022
Sekretaris Desa
Kaur Keuangan
Kaur Pembangunan
BPD

Masyarakat

Kaur Keuangan

PJ Desa Tahun 2022
PJ Desa Tahun 2022
Sekretaris Desa
Kaur Keuangan
BPD

Masyarakat

Pelaksanaan

Penatausahaan

Pelaporan &
Pertanggungjawaban

grwndENRPROoOORONEORWDNDE
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No Tujuan Penelitian Informan

2. Bentuk relasi kuasa yang 1. PJ Desa Tahun 2022
terjalin antar perangkat desa, 2. Kepala Desa
BPD dan Masyarakat dalam 3. Sekretaris Desa
pengelolaan Dana Desa 4. Kaur Keuangan
5. BPD
6. Masyarakat
3. Faktor penghambat realisasi 1. PJ Desa Tahun 2022
pembangunan infrastruktur di 2. Kepala Desa
Desa Sulusuban 3. Sekretrais Dea
4. Kaur Keuangan
5. Kaur Pembangunan
6. BPD
7. Masyarakat
8. Pejabat Dinas PMD Kab.
Lampung Tengah

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa terdapat 10 informan yang terlibat
dalam penelitian ini, terdiri dari satu orang Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Tengah, 4 orang Pemerintah Desa, 2 orang dari BPD sebagai
perwakilan lembaga Desa dan 2 orang dari masyarakat Desa Sulusuban
Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah dan satu orang dari
Dinas PMD Kabupaten Lampung Tengah. Informan tersebut telah disesuaikan
berdasarkan tujuan penelitian.

3.6  Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi,
wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berikut merupakan teknik pengumpulan

data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Observasi
Observasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
pengelolaan Dana Desa pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa
diantaranya, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban, relasi kekuasaan yang berlangsung, dan faktor
penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan di
Desa Sulusuban.

35



Pada pengelolaan Dana Desa, peneliti melakukan observasi secara tidak
langsung melalui dokumen-dokumen desa seperti notulensi musyawarah antar
dusun, notulensi musrenbang desa, Rencana Kinerja Pemerintah (RKP),
Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Desa, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Desa, Peraturan Desa, dan Laporan
Pertanggungjawaban desa, keseluruhan dokumen tersebut yaitu dokumen
Tahun 2022, observasi dilakukan di Balai Desa Sulusuban dengan
berdasarkan pada izin dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur
Keuangan. Pada relasi kuasa yang terjalin antara Perangkat Desa, BPD, dan
masyarakat peneliti melakukan observasi dengan berbaur bersama Perangkat
Desa dan BPD di Balai Desa Sulusuban pada jam kerja, yaitu Senin-Jumat
pukul 08.00-11.00 WIB, selama dua minggu yaitu 26 Juni-7 Juli 2023,
selanjutnya peneliti juga mengikuti kegiatan musyawarah antara BPD dan
selurun Perangkat Desa, serta melakukan observasi pada kehidupan
bermasyarakat. Pada faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk
pembangunan infrastuktur jalan peneliti mengamati lokasi penelitian, kondisi
infrastruktur desa baik yang sudah dilakukan maupun yang perlu dilakukan
dengan berdasar pada RKP Desa. Secara keseluruhan observasi dilakukan
dengan berdasar pada instrumen observasi dan dilakukan selama jangka
waktu 2 Mei-7 Juli 2023.

Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan agar dapat meperoleh informasi yang
mendalam. Peneliti menggunakan instrumen penelitian untuk memperoleh
informasi secara lebih mendalam mengenai bagaimana pengelolaan Dana
Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. relasi kuasa
yang terbentuk dalam pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa, BPD,
dan masyarakat, kemudian untuk mengetahui faktor penghambat realisasi

Dana Desa untuk pembangunaninfrastruktur di Desa Sulusuban.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan
wawancara secara langsung bertatap muka dengan informan, yaitu PJ Desa

Tahun 2022, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur
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Pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat Desa
Sulusuban, dan Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lampung Tengah. Wawancara berdasar pada instrumen
wawancara yang bersifat terbuka, sehingga peneliti memungkinkan akan
mengembangkan pertanyaan maupun menerima informasi yang lebih
kompleks dari informan. Wawancara dengan Perangkat Desa dilakukan di
Balai Desa Sulusuban, wawancara dengan BPD dilakukan di kediaman ketua
BPD, wawancara dengan masyarakat dilakukan di kediaman masyarakat,
wawancara dengan Pejabat Dinas PMD Kab. Lampung Tengah dilakukan di
Dinas PMD Kab. Lampung Tengah, dan wawancara dengan PJ Desa Tahun
2022 dilakukan melalui Voice Call karena kondisi informan dan peneliti tidak
memungkinkan untuk bertemu dan perbedaan lokasi yang cukup jauh.
Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai informasi tambahan yang didapatkan
oleh peneliti melalui berbagai bentuk seperti gambar, rekaman suara,
atau tulisan peneliti itu sendiri yang diambil dari sumber langsung seperti
informan. Dokumentasi berfungsi sebagai penguat data dalam penelitian
ataupun didapatkan dari peneliti yang telah mengamati tempat penelitian.

Pada saat wawancara penelitian ini mendokumentasikan proses wawancara
menggunakan voice recorder dan foto informan dengan peneliti, kemudian
pada saat observasi dalam pengelolaan Dana Desa dan faktor penghambat
realisasi Dana Desa untuk pembangunan infastruktur, peneliti
mendokumentasi dokumen-dokumen desa seperti RKP Desa, RPJM Desa,
APB Desa, struktur organisasi Pemerintahan Desa, hasil musrenbang desa,
serta dokumentasi lokasi penelitian khususnya dalam hal infastruktur desa
dalam bentuk bangunan maupun infrastruktur jalan. Oleh karena itu, saat
melakukan pengumpulan data penelitian, digunakan alat bantu seperti buku
catatan, kamera, voice recorder, dan instrumen penelitian, tujuannya adalah

untuk memastikan bahwa tidak ada data yang terlewatkan.

Berikut merupakan tabel teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh

peneliti berdasar pada tujuan penelitian, yaitu:
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Tabel 3. 2 Teknik Pengumpulan Data

No Tujuan Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

1. Mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Observasi,

Desa untuk Pembangunan infrastruktur Wawancara mendalam

3.7

melalu tahap pengelolaan Dana Desa Dokumentasi
2 Mengetahui bentuk relasi kuasa dalam Observasi dan Wawancara
" pengelolaan Dana Desa mendalam
3 Mengetahui faktor penghambat realisasi Observasi dan Wawancara
" pembangunan infrastruktur mendalam

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu

melalui tiga tahapan, diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan atau verifikasi. Langkah-langkah tersebut dipilih karena sejalan

dengan metodologi penelitian kualitatif yang diterapkan. Berikut merupakan

analisis data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1.

Reduksi Data

Peneliti melakukan reduksi data dengan memilah hasil observasi, wawancara,
dan dokumentasi yang sesuai dengan tujuan penelitian dan instrumen
penelitian yang telah ditetapkan, hal ini karena sifat wawancara mendalam
memungkinkan diperolehnya informasi yang terlalu luas sehingga diperlukan
pemilahan hasil wawancara agar tetap dapat mengacu pada tujuan penelitian
dan instrumen penelitian. Hasil obsrvasi yang telah ditemukan oleh peneliti
dikelompokkan lagi dengan berfokus pada data penggunaan keuangan desa
khusus pada penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan
faktor penghambat realisasi Dana Desa. Hasil wawancara yang diperoleh
untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa, relasi kuasa yang terjalin, dan
faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur
dikelompokkan lagi dengan mengacu pada instrumen penelitian dan tujuan
penelitian, hal ini dilakukan agar penelitian dapat menghasilkan kesimpulan

yang sesuai dengan tujuan penelitian.
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2.

Penyajian Data (Display)

Dalam konteks penyajian data kualitatif pada penelitian ini data hasil
wawancara dan pengamatan melalui observasi diolah hingga mencapai satu
kesatuan yang mengarah pada tujuan penelitian dan pembuatan kesimpulan,
kemudian hasil olah data ditampilkan berupa gambaran berbentuk tabel, foto
ataupun gambar keadaan tempat penelitian yaitu Desa Sulusuban, Kecamatan
Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah dan hasil penelitian mengenai
pengelolaan Dana Desa, relasi kuasa dan faktor penghambat pembangunan

infrastruktur disajikan dalam bentuk deskriptif.

Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, setelah seluruh data telah ditampilkan, peneliti menemukan
kesimpulan berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh informan-informan
penelitian yang sudah disajikan serta berdasarkan data-data pendukung
seperti dokumen yang didapatkan melalui observasi untuk memperkokoh
hasil penelitian. Pembuatan kesimpulan dalam penelitian ini melihat dari
seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa melalui wawancara dan observasi,
kemudian relasi kekuasaan yang terjalin melalui observasi dan wawancara,
serta faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan
infrastruktur di Desa Sulusuban melalui observasi, wawancara mendalam,

dan dokumentasi yang telah ditampilkan tersebut.

Tabel 3. 3 Teknik Analisis Data

No Tujuan Penelitian Pengumpulan Data Analisis
Data
1. Mengetahui pengelolaan Dana Desa  Observasi,Wawancara
untuk Pembangunan infrastruktur Dokumentasi
2. Mengetahui bentuk relasi kuasa Observasi dan
dalam pengelolaan Dana Desa Wawancara Deskriptif
3. Mengetahui faktor penghambat Wawancara dan

Dana Desa untuk Pembangunan Dokumentasi
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.  Deskripsi Singkat Desa Sulusuban

Terdapat 10 Desa di Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah,
salah satunya adalah Desa Sulusuban. Desa Sulusuban memiliki sebutan sebagai
Desa Marga yang artinya merupakan desa dengan penduduk asli atau
transmigrasi. Pada awalnya Desa Sulusuban memang di huni oleh umbul-umbulan
penduduk asli, namun seiring dengan perkembangannya semakin banyak
penduduk yang datang dan bermukim di wilayah Desa Sulusuban. Akibat adanya
pemekaran wilayah pada tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan sampai pada desa,
sehingga Desa Sulusuban yang semula berada di Kabupaten Lampung Tengah
yang berkedudukan kantor di Metro berganti menjadi terdapat di Gunung Sugih,
begitu juga kecamatan yang semula masih terdapat di pemerintahan Kecamatan
Terbanggi Besar pada tahun 1998-an berubah menjadi Perkam Simpang Agung,
yang kemudian pada bulan Agustus 2001 di definitifkan menjadi Kecamatan
Seputih Agung (Tabulasi Data Potensi Penilaian Kampung Kabupaten Lampung
Tengah, 2022).

4.2 Letak Geografis Desa Sulusuban

Desa Sulusuban terletak di Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung
Tengah dengan luas 1.200 Ha. Lokasi Desa Sulusuban cukup jauh dari wilayah
perkotaan, tetapi Desa Sulusuban memiliki pasar dan stasiun dan menjadi desa
penghubung ke wilayah perkotaan, sehingga Desa Sulusuban merupakan desa
yang ramai. Desa Sulusuban memiliki jarak yang jauh dari terminal, sehingga
masyarakat desa sangat bergantung pada kendaraan pribadi, untuk bisa menuju
bandara atau pelabuhan memerlukan perjalanan yang cukup jauh menuju wilayah

perkotaan atau kabupaten untuk menemukan kendaraan umum.



Berikut adalah jarak lokasi desa dengan beberapa indikator secara geografis

berdasarkan tabel berikut, yaitu:

Tabel 4. 1 Jarak Geografis Desa Sulusuban

No Indikator Jarak (Km)
1. Ke Pasar 0,5Km
2. Ke Pelabuhan 180 Km
3. Ke Bandara 65 Km
4, Ke Terminal 15 Km
5. Ke Stasiun 0,5 Km
6. Ke Kantor Polisi 15 Km
7. Ke Kabupaten/Kota 20 Km
8. Ke Perbatasan Provinsi 84 Km

Sumber : Dokumentasi Data Umum Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.1, Desa Sulusuban memiliki jarak yang sangat dekat menuju
Pasar dan stasiun KA vyaitu hanya 0.5 Km, sedangkan memiliki jarak yang cukup
jauhuntuk menjangkau terminal yaitu 15 Km, bandara 65 Km, pelabuhan 180 Km,
dan ke kantor polisi berjarak 15 Km. Selain itu, berdasarkan data tersebut dapat di
ketahui bahwa jarak Desa Sulusuban dengan kabupaten yaitu 20 Km, untuk ke
perbatasan provinsi yaitu 84 Km. Untuk melihat secara lebih jelas, berikut

merupakan gambar lokasi Desa Sulusuban:

Gambar 4. 1 Peta Desa Sulusuban.

sugepg ) y Google P mEm 2

2 Imagery 62024 M Technogien, Map data €2024

Sumber:https://www.google.com/maps/desasulusuban

Gambar 4.1 merupakan gambar peta Desa Sulusuban, melalui gambar tersebut
dapat dilihat bahwa desa dengan luas 1.200 Ha digunakan sebagai pemukiman,

usaha dan Desa Sulusuban merupakan Desa yang ramai penduduk, terdapat lahan



yang digunakan sebagai pertanian atau perkebunan, hal ini dikarenakan Desa
Sulusuban memiliki kondisi geografis yang cocok untuk pertanian, sehingga
mayoritas penggunaan tanah di Desa Sulusuban adalah persawahan atau

ladang.

Desa Sulusuban merupakan desa yang berada di Kecamatan Seputih Agung paling
ujung Barat sehingga berbatasan dengan desa-desa lain yang terletak di
Kecamatan Way Pengubuan, seperti Desa Negara Bumi Ilir dan Desa Banjar

Rejo. Berikut adalah tabel perbatasan Desa Sulusuban.

Tabel 4. 2 Perbatasan Desa Sulusuban

No Letak Wilayah Nama Desa
1. Sebelah Utara Banjar Rejo
2. Sebelah Selatan Fajar Bulan
3. Sebelah Barat Negara Bumi Ilir
4. Sebelah Timur Fajar Asri

Sumber : Dokumentasi Data Umum Desa Sulusuban Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa sebelah Utara Desa Sulusuban adalah Desa
Banjar Rejo, Sebelah Selatan adalah Desa Fajar Bulan, Sebelah Barat Adalah
Negara Bumi Ilir, Sebelah Timur adalah Desa Fajar Asri. Semua desa tersebut
terhubung dengan Desa Sulusuban dalam sektor ekonomi dikarenakan dari semua
desa tersebut hanya Desa Sulusuban yang memiliki pasar desa dan didukung
dengan transportasi umum kereta, sehingga mendukung transportasi masyarakat.

4.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

4.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sulusuban berdasarkan data terakhir hasil sensus
penduduk tahun 2022 tercatat sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK) dengan total
jumlah jiwa 7.713 jiwa. Berdasarkan hasil observasi jumlah tersebut bukan
merupakan masyarakat asli Desa Sulusuban, karena terdapat migrasi dan
pernikahan antar wilayah menjadikan penduduk Desa Sulusuban bercampur dari
berbagai desa ataupun wilayah lain yang mayoritas penduduk berasal dari suku

jawa. Berdasarkan wawancara mayoritas penduduk Desa Sulusuban adalah
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kelompok orang tua dan anak-anak, pemuda di Desa Sulusuban berjumlah sedikit
berpengaruh terhadap kegiatan kepemudaan dan karang taruna yang memiliki

sedikit partisipan dan kurang diminati.

4.2.2 Mata Pencaharian

Kondisi geografis Desa Sulusuban terdiri dari area pertanian dan persawahan, oleh
karena itu mayoritas masyarakat di Desa Sulusuban memiliki mata pencaharian
sebagai petani. Selain itu, Desa Sulusuban juga memiliki potensi di bidang
perdagangan dikarenakan di wilayah tersebut terdapat pasar wilayah yang cukup
ramai didatangi oleh masyarakat desa-desa lainnya, sehingga mata pencaharian
terbanyak kedua adalah wiraswasta/pedagang. Selain itu, terdapat persebaran
mata pencaharian lain meliputi PNS, pegawai swasta, buruh pabrik, perawat dll.

Berikut tabel mata pencaharian masyarakat Desa Sulusuban:

Tabel 4. 3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sulusuban

Jumlah Penduduk

No Mata Pencaharian Laki-Laki Perempuan

1. Petani 1.562 1.692
2. Wiraswasta/pedagang 128 117
3. Buruh Pabrik 63 51
4. Buruh Tani 40 53
5. PNS 13 13
6. Pegawai Swasta 3 0
7. TNI 5 0
8. POLRI 1 0
9. Perawat 1 3

Sumber : Dokumentasi Data Umum Desa Sulusuban Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.3, mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Sulusuban
adalah sebagai petani dengan jumlah laki-laki 1.562 jiwa dan perempuan 1.692
jiwa. Terbesar kedua adalah pedagang laki-laki berjumlah 128 jiwa dan
perempuan 117 jiwa. Ketiga, yaitu buruh pabrik laki-laki berjumlah 63 jiwa dan
perempuan berjumlah 51 jiwa. Keempat, adalah buruh tani laki-laki berjumlah 40
jiwa dan perempuan 53jiwa. Selanjutnya yaitu mata pencaharian minoritas yaitu

sebagai PNS, pegawai swasta, TNI, POLRI, dan perawat.
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4.3.3. Karakteristik Masyarakat Desa Sulusuban

a. Karakteristik dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, karakteristik masyarakat Desa
Sulusuban dipengaruhi oleh kondisi geografis, keadaan sosial ekonomi, dan
mata pencaharian. Masyarakat Desa Sulusuban memiliki sikap kepedulian,
dan gotongroyong dalam hal kemasyarakatan seperti membantu ketika ada
rewangan (baca: masak-masak dalam jumlah besar untuk acara). Masyarakat
Desa Sulusuban memiliki komunikasi yang intens antar masyarakatnya,
sehingga menimbukan tingkat pergunjingan antar masyarakat yang cukup
tinggi, dimana ketika terjadi suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi pada
warga di Desa Sulusuban akan dengan cepat menyebar, hal ini juga
berdampak pada kesadaran masyarakat terhadap kondisi desa, masyarakat
hanya berbatas pada saling membicarakan antar masyarakat tanpa

menyampaikannya secara langsung kepada Perangkat Desa.

Mayoritas masyarakat Desa Sulusuban memiliki mata pencaharian sebagai
petani dan pedagang, hal ini membuat interaksi antar masyarakat cukup
sering terjadi. Masyarakat Desa Sulusuban memiliki kemampuan dalam
memanfaatkan potensi desa yang ada dengan baik dalam perekonomian, oleh
karena itu desa yang dulu merupakan desa pertanian, saat ini mulai ramai
usaha-usaha rumahan dan ruko di Desa Sulusuban. melalui kondisi tersebut
lambat-laun dapat diprediksikan Desa Sulusuban akan menjadi desa
maju/semi perkotaan karena wilayahnya yang mendukung dalam hal

perekonomian.

Mayoritas masyarakat Desa Sulusuban memiliki tingkat pendidikan yang
cukup rendah, tetapi memiliki kemampuan bekerja yang gigih. Hal ini
berpengaruh pada pola pikir masyarakat yang memiliki kesadaran untuk terus
maju dan berusaha memperbaiki kualitas hidup dengan menyekolahkan
anaknya ke jenjang lebih tinggi dari orang tuanya atau bekerja diluar kota.
Oleh karena itu, di Desa Sulusuban jumlah pemuda yang menetap di Desa
lebih sedikit dari pada orang tua dan menyebabkan minimnya kegiatan
kepemudaaan.



Terkait dengan pengetahuan masyarakat desa terhadap Dana Desa, terdapat
masyarakat yang sudah mengetahui tentang Dana Desa sebagai dana untuk
mendukug pembangunan dan mengentaskan kemiskinan dalam bentuk
bantuan BLT DD yang diberikan untuk masyarakat yang tergolong kurang
mampu di Desa Sulusuban, selain untuk bantuan, Dana Desa juga diketahui
masyarakat sebagai dana yang digunakan untuk insentif RT/RW. Namun,
pengetahuan tersebut tidak dimiliki oleh seluruh masyaraat Desa
Sulusuban karena jumlah masyarakat yang sangat begitu banyak dan tidak

semua masyarakat peduli terhadap kondisi keuangan desa.

b. Karakteristik dalam Keagaaman
Mayoritas masyarakat Desa Sulusuban adalah beragama Islam, kegiatan
keagaam rutin dilakukan, seperti yasinan, tasyakuran, dan pendidikan agama
islam untuk generasi penerus atau anak muda sangat didukung melalui
adanya Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). Selain beragama islam, terdapat
masyarakat Desa Sulusuban yang menganut agama Kristen, namun
jumlahnya sangat sedikit. Meskipun terdapat masyarakat yang memiliki

perbedaan agama, namun toleransi di Desa Sulusuban berjalan dengan baik.

4.3 Sarana dan Prasarana Desa Sulusuban

Sarana dan prasarana Desa Sulusuban cukup memadai. Kebutuhan dasar
masyarakat dapat dipenuhi melalui fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti pasar,
stasiun, puskesmas, masjid, gereja, dan lapangan olahraga. Berikut adalah tabel

sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Sulusuban.

Tabel 4. 4 Sarana dan Prasana Desa Sulusuban

N Sarana Jumlah
Pasar 1
Stasiun
Puskesmas
Masjid
Lapangan Bola
Lapangan Volly
7. Total 1

Sumber : Data Lapangan 2023
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Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa Desa Sulusuban memiliki fasilitas umum
meliputi pasar, stasiun, puskesmas, masjid, lapangan bola dan lapangan volly.
Melalui fasilitas tersebut masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan dasar baik
dari sektor ekonomi, pemberdayaan, keagaamaan, maupun transportasi. Berikut

merupakan dokumentasi sarana dan prasarana di Desa Sulusuban:

Gambar 4. 2 Puskesmas Desa Sulusuban

7]

Sumber: Dokumentasi Lapangan 2023

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa Desa Sulusuban sudah memiliki
satu unit puskesmas guna untuk menfasilitasi masyarakat di bidang kesehatan.
Apabila dilihat kondisi Puskesmas Desa Sulusuban tidak dalam kondisi
infrastruktur yang benar-benar baik, namun berdasarkan penelitian diketahui
bahwa Puskesmas Desa Sulusuban tetap aktif dalam melayani masyarakat,
memiliki jam kerja Senin- kamis pukul 07.30-12.00 WIB, sedangkan pada hari
jumat buka pukul 07.30-11.00 WIB.

Pada fasilitas transportasi umum, Desa Sulusuban hanya memiliki transportasi
umum Stasiun Kereta, fasilitas lain seperti terminal ataupun ojek motor tidak
dimiliki oleh Desa Sulusuban, sehingga dalam mobilitas sehari-hari masyarakat
lebih sering menggunakan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil.
Transportasi Kereta Api menjadi alternatif masyarakat desa untuk menempuh
perjalanan menuju Kota Bandar Lampung. Berikut kondisi stasiun di Desa

Sulusuban:
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Gambar 4. 3 Stasiun Sulusuban.

Sumber: Dokumentasi Lapngn 2023 o

Berdasarkan gambar 4.3, Desa Sulusuban memiliki sarana transportasi stasiun
yang memudahkan mobilitas masyarakat dengan rute Kota Bumi-Tanjung
Karang. Adanya stasiun ini memudahkan pemuda-pemudi di Desa Sulusuban
yang bekerja atau sekolah di Ibukota Provinsi Lampung yaitu Bandarlampung.
Kondisi stasiun Sulusuban semakin tahun mengalami perubahan infrastruktur
yang semakin baik, sehingga masyarakat semakin berminat menggunakan

transportasi kereta daripada menggunakan Bus.

Gambar 4. 4 Pasar Desa Sulusuban

Sumber: Data Lapangan 2023

Berdasarkan gambar 4.4 yaitu pasar Desa Sulusuban, dapat dilihat bahwa pasar
dengan bangunan lama yang cukup besar dan ramai dikunjungi olenh masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar Sulusuban tidak hanya menjangkau

masyarakat Desa Sulusuban, namun masyarakat desa yang bersebelahan dengan



Desa Sulusuban juga menjadikan pasar ini sebagai sumber pemenuhan kebutuhan
hidup. Pasar Sulusuban hanya buka pada Selasa dan Jumat setiap minggunya
disebut sebagai hari pasaran (baca: hari pasar buka) dan selalu ramai pembeli dan

penjual.

Gambar 4. 5 Lapangan Bola dan Volly Desa Sulusuban

Sber: Dokumentasi 922 |
Berdasarkan gambar 4.5, dapat dilihat bahwa Desa Sulusuban memiliki fasilitas
keolahragaan berupa lapangan volly dan lapangan bola yang masih dalam kondisi
bagus dan terawat. Melalui adanya fasilitas tersebut dapat menjadi sarana
masyarakat untuk produktif dan menghabiskan waktu bersama membentuk
kerukunan antar warga. Apabila dilihat dari kondisi sarana dan prasarana desa,
masyarakat sudah terpenuhi untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat

khususnya pada bidang kesehatan, perekonomian, dan kemasyarakatan.

Desa Sulusuban memiliki fasilitas pendidikan meliputi TK, SD/MI meliputi 2
(Dua) Sekolah Dasar Negeri yaitu SDN 1 dan SDN 2 Desa Sulusuban, serta
beberapa SD/MI swasta yang dimiliki oleh pondok pesantren yang terdapat di
Desa Sulusuban. Kemudian terdapat SMP dan SMA swasta yaitu SMP Bina
Putra dan MTS al-Hidayah yang merupakan sekolah milik pondok pesantren.
Mayoritas fasilitas pendidikan di desa ini masih dibangun atas kepemilikin
yayasan atau pondok pesantren, sekolah kepemilikan Negara masih terbatas hanya
sampai Sekolah Dasar. Berikut merupakan tabel sarana pendidikan di Desa

Sulusuban:



Tabel 4. 5 Sarana Pendidikan di Desa Sulusuban

No Sarana Jumlah
1. TK 1
2. SD/MI 6
3. SMP/MTS 2
4,  SMA/MA 1
5. SMK -
6. Total 10

Sumber : Dokumentasi Data Umum Desa Sulusuban Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa sarana pendidikan di Desa Sulusuban
sudah cukup bagus dengan sarana pendidikan TK berjumlah 1 Unit, SD 6 Unit,
SMP/MTS 1 unit, SMA/MA 1 unit, dan SMK 0 unit. Akibat tidak adanya unit
SMK maka, apabila ingin bersekolah di SMK maka pelajar akan bersekolah di
SMK N 1 Simpang Agung yang berjarak 2 desa dari Desa Sulusuban. Berikut
beberapa dokumentasi kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Desa

Sulusuban.

Gambar 4. 6 Kondisi TK PKK dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Desa Sulusuban.
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Berdasarkan gambar 4.6 dapat dilihat bahwa kondisi infastruktur TK PKK dan Ml
Desa Sulusuban dalam keadaan baik. Gambar tersebut merupakan beberapa
sampel dari kondisi infrastruktur bidang pendidikan, melalui gambar tersebut
dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Sulusuban sudah menaruh perhatian pada
bidang pendidikan sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
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Berikut beberapa gambar sarana dan prasarana serta jalan Desa Sulusuban:

Gambar 4. 7 Jalan Desa Sulusuban

Sumber: Daa Lapangan 2023

Berdasarkan gambar 4.7 dapat dilihat bahwa kondisi infrastruktur jalan desa
masih dalam kondisi yang buruk, hal ini dapat menghambat mobilitas masyarakat.
Ketika musim kemarau jalan akan sangat kering dan berdebu, apabila musim
hujan akan menciptakan genangan air dalam kedalaman yang tidak dapat
dirediksi, sehingga dapat mengakibatkan bahaya bagi pengendara. Hal ini juga
menciptakan statement yang umumnya dikatakan oleh masyarakat yaitu “malas

untuk pergi keluar karena jalan desa sangat jelek”.

4.4 Visi dan Misi Desa
a) Visi Desa

Visi desa Sulusuban yaitu memiliki niat atau keinginan untuk memperbaiki
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di
Desa Sulusuban baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6
(enam) tahun ke depan Desa Sulusuban mengalami suatu perubahan yang
lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi
ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.
b) Misi Desa

Misi Desa Sulusuban adalah sebagai berikut:
1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga



2)

3)

4)

4.5

dapat melayani masyarakat secara optimal;
Bersama masyarakat dan kelembagaan menyelenggarakan pemerintahan
dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;

Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa
Sulusuban yang aman, tentram dan damai;

Bersama masyarakat dan kelembagaan

Desa, memberdayakan

masyarakatuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi Pemerintahan Desa

Perangkat Desa Sulusuban sejak tahun 2021-2023 jumlah perangkat Desa

Sulusuban adalah 16 orang dan BPD berjumlah 9 Orang termasuk Ketua BPD.
Sejak Tahun 2016-2022 Kepala Desa Sulusuban digantikan oleh Pejabat Kepala

Desa (PJ Desa) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat sementara

yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan wewenang Kepala Desa dengan

masa jabatan satu tahun. Artinya Desa Sulusuban sudah melewati enam (6) kali

pergantian PJ. Desa Sulusuban baru dipimpin oleh Kepala Desa kembali sejak

Oktober 2022. Berikut merupakan gambar struktur organisasi Pemerintah Desa
Sulusuban tahun 2022-2023.

Gambar 4. 8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sulusuban

o1

PJ Tahun 2022
Ridwan Pasya
Kepala Desa
Karan Sanob
Sekretaris
Yudean Hirvan, S.T
Kasi Kasi Kasi Kaur Kaur Kaur
Pemerintalian Kesejahteraan [] Pelavanan Keuangan Perencanaan Pembangunan
Awaludin Sartim Sutamo Aga Widya V.P Edi Suyanto Yanto
Kadus Kadus Kadus Kadus Kadus Kadus Kadus Kadus Kadus
1 2 3 4 s 6 1 8 2
Ponijan || Kalimin Andi Ayl Jasmun oo Sutrisno Kitiilii Kholik
Suripto Samudra Efendi Hasnanto

Sumber : Dokumentasi Data Umum Desa Sulusuban Tahun 2023



Berdasarkan gambar 4.8 dapat diketahui bahwa struktur organisasi Desa
Sulusuban terdiri dari Kepala Desa, yang dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kasi
pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan. Sekretaris Desa dibantu oleh
Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan Kaur Pembangunan. kemudian struktur
yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Dusun, di Desa Sulusuban
terdapat 9 Kepala Dusun, jumlah ini sesuai dengan jumlah Dusun yang terdapat di

Desa Sulusuban.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan poin-poin penting dalam

penelitian ini, yaitu:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Sulusuban telah mengikuti seluruh tahapan
pengelolaan Dana Desa vyaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun, diperlukan evaluasi lebih lanjut
pada tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan
pertanggungjawaban. Hal tersebut perlu dilakukan karena pada tahap
perencanaan seringkali penentuan pembangunan tidak berdasar pada aspirasi
umum masyarakat. Pada tahap pelaksanaan masyarakat dan Pemerintah Desa
masih bergantung pada Dana Desa, sehingga kreativitas membangun desa
menurun. Kemudian pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban
diperlukan evaluasi karena akuntabilitas kepada masyarakat belum dilakukan
secara maksimal, Pemerintah Desa masih berfokus pada akuntabilitas kepada

Pemerintah Daerah/Pusat.

2. Relasi kuasa yang berlangsung adalah adanya pengetahuan dari Pemerintah
Desa yang digunakan untuk menciptakan wacana, kemudian wacana tersebut
diterima dan dipercayai oleh masyarakat hingga menimbulkan kepatuhan.
Kondisi tersebut memberikan celah hegemoni dari Pemerintah Desa kepada
masyarakat dalam menjalankan Pemerintahan Desa dan mengelola Dana Desa.
hal ini menujukkan bahwa kekuasaan berasal dari pihak-pihak pemilik
pengetahuan untuk membangun relasi kekuasaan antara mereka Yyang

memproduksinya dan yang diatur oleh kekuasaan tersebut.

3. Resistensi yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam bentuk perlawanan

terbuka dan tertutup dapat dianggap sebagai upaya dalam pemenuhan
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keinginan masyarakat dengan melawan diskursus dan ideologi yang diproduksi
oleh Pemerintah Desa, serta sebagai bukti bahwa sebenarnya masyarakat dan
BPD memiliki kekuasaan untuk memperoleh hak kesejahteraan melalui

pembangunan infrastruktur jalan yang baik.

4. Faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur
merupakan hasil dari diskursus yang diproduksi oleh Pemerintah Desa, BPD,

masyarakat, dan Pejabat Dinas PMD Kab. Lampung Tengah.

Pada akhirnya, penelitian ini berupaya untuk menyajikan suatu studi relasi kuasa
dalam pengelolaan Dana Desa terkhusus untuk pembangunan infrastruktur pada
Pemerintahan Desa dengan berdasar pada pandangan relasi kekuasaan Faucault,
Gramsci dan James Scott. Teori tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan
kausalitas antara kekuasaan, pengetahuan, hegemoni, dan resistensi dalam
jalannya kekuasaan. Pada penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat
memperkaya khasanah studi pengelolaan Dana Desa dan kajian relasi kuasa

secara lebih rinci.

6.2 Saran

Mengacu pada hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Hendaknya Pemerintah Desa melakukan evaluasi dalam pengelolaan Dana
Desa melalui mengkaji lagi apakah kebijakan pembangunan yang ditetapkan
sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, kemudian mengkaji bentuk laporan pertanggungjawaban yang
diberikan kepada masyarakat apakah sudah maksimal, hal ini dilakukan agar
transparansi kepada masyarakat tidak dikesampingkan.

2. Perangkat Desa dan BPD hendaknya saling menghormati, tidak saling
mendominasi, dan menjalin relasi yang baik dalam menjalankan
kewajibannya untuk mensejahterakan masyarakat desa.

3. Pemerintah Desa hendaknya menyadari bahwa kesejahteraan merupakan hak
setiap masyarakat, oleh karena itu sebaiknya Pemerintah Desa tidak
menanggap bahwa masyarakat merupakan pihak yang dikuasai, melainkan

kelompok yang membutuhkan naungan dari Pemerintah Desa, serta
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masyarakat sebaiknya memberikan kepercayaan kepada jalannya
Pemerintahan Desa agar resistensi dan konflik antar Pemerintah Desa,
masyarakat dan BPD dapat diminimalisir.

Dalam mengatasi faktor penghambat realisasi Dana Desa untuk pembangunan
infrastruktur, hendaknya Pemerintah Desa Sulusuban memanfaatkan Dana
Desa dengan sebaik-baiknya dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur
jalan. Serta Pemerintah Desa Sulusuban, Pemerintah Desa-desa yang
berbatasan dengan Desa Sulusuban, dan BPD bersinergi bersama untuk dan
mengusulkan perbaikan kepada Pemerintah Daerah agar aspirasinya dapat
didengar dan segera direalisasikan.
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